






Pada bab pendahuluan ini mengulas beberapa subbab yang mengawali 
penelitian, yakni: i) Latar Belakang Masalah, ii) Alasan yang Menguatkan Penelitian, 
iii) Identifikasi dan Perumusan Masalah, iv) Tujuan Penelitian, dan v) Kontribusi 
Penelitian. 
A. Latar Belakang Masalah 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia bukanlah lembaga baru. 
Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya ragam model pembiayaan mikro. 
Pengalaman dan kekayaan ini meliputi jenis produk pembiayaan mikro dan lembaga 
pelaksananya, bahkan juga sejarah pengenalannya kepada masyarakat di perdesaan. 
LKM semakin penting sejak pihak perbankan nasional kurang memperhatikan aspek 
pembiayaan bagi roda usaha kecil, mikro, dan informal, terutama bagi usaha nasabah 
kaum perempuan sebagai kunci pembuka dalam pengentasan kemiskinan. 
Banyak bukti menunjukkan, LKM mampu menekan angka kemiskinan di 
perdesaan (Aruna & Jyothirmayi, 2011). Studi Leikem (2012), dengan mengutip 
Gonzalez (2008) yang mengambil data 2.420 LKM, mewakili 99 juta  peminjam di 
117 negara. Dari 99 juta nasabah yang tidak memiliki agunan, ternyata tingkat 
pengembalian pinjamannya di atas 95 persen, dan LKM mampu menjangkau wilayah 
perdesaan yang sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Bahkan, Velasco dan 
Marconi (2004) menjelaskan, LKM memiliki fleksibilitas menjangkau nasabah 





sosial berbasis pendekatan kelompok masyarakat sebagai pengganti agunan 
(collateral) (Mosley dan Rock, 2004; Chowdhury, Mosley & Simanowitz, 2004).  
Demikian juga LKM di Indonesia, banyak studi mengemukakan, LKM 
merupakan sumber pembiayaan mudah diakses. Pelajaran berharga BRI-Unit Desa 
yang beroperasi sebagai LKM, seperti diungkapkan Hartungi (2007), memberikan 
pelayanannya sampai ke pelosok tanah air dengan tingkat bunga pasar dan tidak 
memerlukan subsidi. Di samping itu, secara empirik, tingkat pengembalian sangat 
baik, mutu pelayanan lebih penting dan mengenal orang,  memahami nasabah serta 
cash flow sebagai pengganti kolateral. Pendekatan kelompok (tanggung renteng), 
terbukti efektif sebagai pressure group dan mengurangi biaya serta risiko penyaluran. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Arsyad (2008) melihat pengaruh positif LKM 
terhadap peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi orang miskin. Ihwal ini hanya 
dapat dipertahankan jika LKM tersebut memiliki kinerja (performance) dan 
jangkauan (outreach) yang baik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus di 
Kabupaten Gianyar, Bali, studi Arsyad menemukan, institusi informal (seperti nilai-
nilai, norma, dan sanksi sosial) berpengaruh penting terhadap tata kelola LPD 
(Lembaga Perkreditan Desa) yang mencakup organisasi, prosedur rekruitmen, 
mekanisme simpan pinjam, dan sistem remunerasi. Bersamaan institusi informal 
tersebut, institusi formal juga memiliki pengaruh langsung terhadap tata kelola LPD. 
Mengingat tingkat kemiskinan lebih banyak berada di wilayah perdesaan, titik 
tekan mengatasi persoalan kemiskinan banyak dimulai di wilayah perdesaan. 





perdesaan. Penduduk desa miskin umumnya petani, berhadapan dengan tantangan 
yang mempengaruhi potensi pengembangannya, yaitu; a) terbatas atau rusaknya 
sumber daya alam; b) terbatasnya kebijakan dalam pengembangan teknologi produksi, 
c) jeleknya infrastruktur (transportasi) dan tidak memadainya perhatian dari institusi 
pendukung pembangunan (pendidikan, kesehatan, investasi); d) marjinalnya sosial 
budaya (hak tanah dan tenure) dan terbatasnya kesempatan ekonomi lokal.  
Sementara itu, posisi tingkat keparahan kemiskinan di perdesaan berada di 
tangan kaum perempuan. Bahkan, kemiskinan kerap identik dengan kehidupan 
perempuan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual, prostitusi, buruh migran, human 
trafficking, dan kekerasan lainnya, secara tidak langsung diatributkan pada 
kemiskinan perempuan. Ironisnya, di bidang ekonomi, kaum perempuan yang 
jumlahnya 52,7 persen dari total populasi penduduk dunia, ternyata hanya memiliki 
seperseribu dari jumlah kekayaan dunia, dan hanya menerima 10 persen dari total gaji 
(MDG’s, 2010). 
Berdasarkan uraian di atas, banyak studi yang memfokuskan kajiannya dengan 
melihat peranan LKM dalam menangani kemiskinan perempuan di perdesaan. Studi 
Mayoux (1999), mengelaborasi peranan LKM dan pemberdayaan perempuan di 
beberapa wilayah Afrika (Kamerun, Zimbabwe, Afrika Selatan, Kenya, dan Uganda), 
dengan Sudan sebagai acuan (benchmark) dalam pemberdayaan perempuan penerima 
kredit mikro. Mayoux mengemukakan, asumsi utama pemberdayaan perempuan, 
bahwa perempuan merupakan inti dari keluarga. Penurunan jumlah kemiskinan 





studi kasus, program kredit mikro di beberapa negara yang dijadikan sampel di Afrika, 
secara nyata memberi kontribusi mengubah tatanan jender. Oleh karena perempuan 
lebih ditekankan dalam akses kredit mikro, secara otomatis, kegiatan ekonomi 
perempuan berkembang jauh lebih besar (Tundui & Mgonja, 2010; Ifelunini & 
Wosowei, 2013) 
Demikian pula studi Noreen (2011), melakukan studi di distrik Bhawalpur, 
Pakistan. Studi ini menguraikan data dengan mengategorisasikan antara nasabah 
perempuan dan lelaki. Terdapat bukti, nasabah perempuan lebih memanfaatkan 
pinjaman dengan baik, didukung tingkat pengembalian pinjaman lebih disiplin 
dibandingkan nasabah lelaki. Hanya kelemahannya, nasabah perempuan kurang 
memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan.  
Berkaitan studi Noreen, Altay (2007) juga melihat hal yang sama tatkala 
melakukan studi di Turki. Menurut Altay, Turki adalah salah satu negara yang tingkat 
kesadaran pemanfaatan LKM yang dianggap terlambat, terutama setelah Turki 
dilanda gempa dahsyat pada tahun 2000. Namun, dalam rentang satu dasawarsa 
berikutnya, LKM telah memberi manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan 
keluarga, terutama pinjaman yang telah diberikan pada nasabah perempuan. 
Argumentasi penting mengapa LKM memberi peran kepada nasabah perempuan, 
karena dianggap memenuhi rasa keadilan dan pemanfaatnnya lebih efisien dalam 
mengendalikan pendapatan keluarga dibanding lelaki. 
Merujuk data statistik PBB 1995-2000, dalam Bhatt, Nitin, & Shui-Yan Tang 





bertargetkan perempuan selama rentang waktu itu, rerata mencapai di atas 90 persen. 
Mengikuti riset Rajivan (2003), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro 
perempuan di Indonesia mencapai sebesar 91 persen, sementara program lain 
bertarget group lelaki hanya 80 persen. Demikian juga, tingkat pengembalian sebesar 
90 persen ini terjadi di India. Tingginya tingkat pengembalian ini membuat para 
pembuat keputusan termasuk para agen donor percaya, LKM dengan perempuan 
sebagai “target group” adalah a financially sustainable operation (kegiatan keuangan 
yang berkesinambungan). 
Selain itu, contoh fenomenal praktik penyelenggaraan pemberian kredit mikro 
bagi masyarakat miskin yang dilakukan Muhammad Yunus dengan institusi Grameen 
Bank (GB) di Bangladesh, secara signifikan mengurangi jumlah masyarakat miskin di 
berbagai wilayah perdesaan di Bangladesh. Seperti diungkap Parveen (2009), GB 
telah memberi kredit ke hampir 7 (tujuh) juta orang miskin di 73.000 desa 
Bangladesh, 97 persen di antaranya ibu rumah tangga (perempuan).  
Menurut Yunus (2009), kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah 
perempuan dibanding lelaki. Perempuan mengalami kelaparan dan kemiskinan lebih 
hebat dari lelaki. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum 
tidak tertulis mengatakan, ibulah pertama-tama akan mengalaminya. Ibu rumah 
tangga juga akan menderita pengalaman traumatis karena tidak mampu menyusui 
bayinya selama masa kelaparan dan paceklik. Perempuan miskin di Bangladesh 





Alasan terpenting lain adalah pinjaman kepada lelaki cenderung meneruskan 
bahkan memperparah ketidakadilan jender dalam rumah tangga, yang berarti pula 
menguatkan posisi para lelaki dengan memberi mereka sumber daya sehingga mereka 
mampu mencegah keikutsertaan para istri terlibat dalam aktivitas perolehan 
pendapatan (Kabeer, 2008). Dalam kenyataan, struktur sosial masyarakat di banyak 
negara berkembang (seperti Bangladesh, dan beberapa daerah di Indonesia) 
cenderung tidak menguntungkan atau bahkan merendahkan kaum perempuan, meski 
bagi para perempuan di kalangan berada. 
Dibanding kaum lelaki di kelompok yang sama di Bangladesh, kaum 
perempuan seringkali kurang menyadari dan menggali potensi-potensi kewirausahaan 
yang mereka miliki. Hal ini disebabkan, ketidakadilan jender telah menjadi 
penghambat untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan (Kabeer, 2008; Mahmud, 
2003). Di sinilah kredit mikro perempuan berperan mengarahkan sumber daya 
keuangan kepada para perempuan. Dengan pengelolaan kredit mikro yang lebih 
efisien dan efektif, program kredit mikro ini juga dapat menjadi dasar bagi para 
perempuan untuk menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Tentu hal ini 
secara berkelanjutan mengarah pada pemberdayaan perempuan.. 
Sementara itu, penelitian Afrin, Islam, dan Ahmed (2008) yang membedah 
kaitan kredit mikro dan kewirausahaan perempuan desa dengan pendekatan model 
multivariate mengungkapkan, program kredit mikro membantu mengembangkan 
status sosial ekonomi perempuan perdesaan di Bangladesh. Selain itu, dirasakan 





tetapi juga untuk memompa minat kewirausahaan perempuan perdesaan (Tundui & 
Mgonja, 2010; Ifelunini & Wosowei, 2012). 
Keberhasilan dalam penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga akan mampu 
menekan jumlah kemiskinan nasional dan regional. Merujuk Mayoux (1999) dan 
studi Arifin, Islam, dan Ahmed (2010), kemiskinan bisa ditekan jika perempuan di 
suatu wilayah diberdayakan. Demikian pula mengonfirmasi kembali studi Parveen 
(2009), yang melakukan penelitian LKM di Bangladesh menemukan, institusi 
keuangan mikro yang melayani jenis usaha kecil dan jenis usaha tidak menentu, 
ternyata dapat menekan “biaya tinggi” dalam pelayanan. Dengan analisis empiris, 
Parveen menggunakan kasus RDS (Rural Development Scheme) dalam IBBL 
(Islamic Bank Bangladesh Limited) telah mampu memberdayakan masyarakat desa 
dan menekan angka kemiskinan Bangladesh dalam waktu singkat.   
Melengkapi ulasan Perveen, Hudson (2009) menguraikan tentang aksesibilitas 
kredit mikro menjadi kendala utama bagi sebagian besar pengusaha berpenghasilan 
rendah. Yunus mengklaim bahwa pembentukan hak untuk kredit sangat penting bagi 
pengentasan kemiskinan dan pencapaian hak-hak dasar lainnya. Jika peminjam dapat 
menciptakan penghasilan bagi diri mereka sendiri, mereka bisa merawat hak atas 
pangan dan hak untuk mendapatkan perlindungan. 
Sementara itu, Hartungi (2007) juga menekankan bahwa LKM termasuk BRI 
Unit Desa, mampu menekan angka kemiskinan. Menurutnya, secara rasional banyak 
program pengurangan kemiskinan kerapkali gagal dalam menyelamatkan petani kecil. 





baik melalui Divisi BRI Unit Desa (village unit) dan menjadi bank terbesar dan 
mampu melayani nasabah LKM berpendapatan rendah. BRI secara internasional 
dikenal sebagai bank yang sukses menambah nasabah, peningkatan volume pinjaman, 
dan mampu memobilisasi simpanan masyarakat bawah. Kesuksesan BRI membantu 
masyarakat miskin menarik minat para peneliti untuk melakukan studi mendalam.  
Dalam menguatkan studi mendalam (indepth study) tentang pentingnya 
perempuan berumah tangga menjadi sasaran penguatan ekonomi perempuan, studi 
Susilowati, Zain, dan Thoyib (2008), yang menelaah tentang pemberdayaan ibu 
rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Kalipare 
Kabupaten Malang, sangat menarik dianalisis. Hasil penelitian itu menunjukkan, 
peran ibu rumah tangga menyumbang pendapatan keluarga tergolong tinggi sehingga 
perlu peningkatan sumberdaya ibu rumah tangga petani di perdesaan bergerak lebih 
baik lagi dalam meningkatkan kinerja di sektor non-pertanian.  
Bahkan, studi Hastuti (2007) yang mengambil kasus Kalitengah Lor, Sisi 
Selatan Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta, menelaah tentang kemandirian 
ekonomi perempuan miskin. Dalam risetnya, Hastuti memaparkan, kesulitan ekonomi 
diterima perempuan miskin, dengan tetap bekerja keras tanpa mengeluh, kendati 
harus menguras hampir seluruh waktu dan tenaga mereka. Perempuan miskin belum 
sepenuhnya dapat melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang tersedia. 
Kemandirian di rumah tangga, bukan berarti perempuan miskin memutuskan segala 
sesuatu tanpa musyawarah dengan suami atau anggota rumah tangga. Kemandirian 





tangga hanya kepada suami. Perempuan miskin ikut bekerja semata-mata membantu 
meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.  
Kendati ibu rumah tangga berkeluarga memiliki fungsi selain menyangkut 
urusan rumah tangga keluarganya, perempuan juga dibebani tiga fungsi simultan 
(triple burden of women), yakni harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan 
fungsi sosial di masyarakat (Sadli, et al. 2008). Justru dengan fungsi jamak itu, 
menjadi pemicu bagi perempuan berumah tangga memanfaatkan potensi yang 
dimilikinya, berkontribusi bagi penguatan ekonomi keluarga.    
Secara nasional, merujuk data resmi Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, 
Agustus 2010) menyebutkan kondisi perempuan sebagai pekerja keluarga merupakan 
gambaran dari keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Kaum perempuan berumur 15 
tahun ke atas, umumnya memiliki kegiatan mengurus rumah tangga (36,43 persen), 
dan membantu menambah penghasilan dengan ikut bekerja membantu kepala rumah 
tangga sebagai ”Pekerja Keluarga”. Dalam Profil Perempuan Indonesia (Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan RI, 2011), persentase perempuan berstatus pekerja 
keluarga mencapai 33,30 persen, sedangkan lelaki cukup kecil, hanya 7,70 persen..  
Data ini mengonfirmasikan, perempuan bekerja, terutama sebagai pekerja 
keluarga, bukan merupakan pekerjaan utama, tapi lebih disebabkan membantu suami 
sebagai kepala rumah tangga. Kendati sebagai pelengkap (komplementer), tidak 
sedikit ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, baik tatkala suaminya 





Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga bukan karena kultur tetapi 
perempuan dianggap memiliki modal sosial (social capital), berupa kekhasan bersifat 
non-biologis, seperti kekhasan psikologis dan sosiologis, yang tentu tidak dimiliki 
lelaki. Hanya masalahnya, perempuan kurang memiliki tingkat pendidikan, latihan 
dan pengalaman kerja yang baik (Nasikun 2001). Kendati demikian, perempuan 
secara tidak sadar menerima “takdir” berpijak di dua zona tatkala masuk di sektor 
produktif karena perempuan juga dituntut tetap melakukan perannya di rumah tangga. 
Perempuan di perdesaan yang ikut bekerja mencari nafkah tidak harus mengabaikan 
tugas rumah tangga, meskipun tugas rumah tangga seharusnya bukan hanya menjadi 
tanggung jawab perempuan, siapapun dapat melakukan tugas tersebut. Sistem nilai 
dan norma menempatkan perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
rumah tangga (Hastuti, 2007) 
 Menurut Fischer dalam Agusni (2008) menilai keberhasilan perempuan 
memanfaatkan potensi lokal dalam berusaha, karena perempuan ternyata lebih 
berhati-hati dan waspada menjalankan usahanya. Perempuan yang berusaha di 
perdesaan cenderung lebih sadar terhadap risiko atas pertumbuhan yang cepat dan 
memilih perkembangan usaha perlahan tapi berlanjut. Kecenderungan ini dinilai para 
peneliti (Cliff, 1998; Watson dan Robinson, 2002), perempuan pengusaha cenderung 
membatasi usahanya dan mengurangi pertengkaran atau ketidaksepahaman di tempat 
kerja. Penelitian ADB (2001) di dua kota besar di Indonesia menyimpulkan, 
perempuan pengusaha merupakan manajer yang baik dan sangat berhati-hati dalam 





usaha kecil dan menengah, ternyata memiliki pertumbuhan usaha yang dikelola 
perempuan lebih maju daripada usaha dikelola lelaki. 
Berdasarkan berbagai hasil studi, riset tentang peran LKM dalam kaitan 
penguatan ekonomi perempuan di perdesaan sesungguhnya sudah banyak dikaji.  
Ikhwal ini menandakan, LKM sangat penting dalam mengurangi jumlah kemiskinan 
di perdesaan. Namun demikian, studi relasi LKM terutama LKM semi formal dan 
nasabah perempuan (berkeluarga) dengan aspek-aspek pemberdayaan dan faktor-
faktor sosiologis (budaya, nilai, dan norma) dan faktor geografis (wilayah) perdesaan 
(wilayah pesisir/nelayan, wilayah sekitar kawasan industri/perumahan, dan wilayah 
pertanian) belum diulas oleh studi-studi sebelumnya. Dalam kaitan itu, sangat relevan 
mengapa penelitian ini membahas relasi tersebut.  
B. Alasan yang Menguatkan Penelitian 
Sebagai penelitian bercorak sosial ekonomi, faktor internal masyarakat yang 
bersifat sosiologis (nilai, norma, budaya) dan faktor eksternal (kondisi alam, 
geografis, dan demografis) menjadi bagian penting dalam proses penelitian ini. Oleh 
karena itu, penelitian ini melihat bagaimana kemiskinan bisa direduksi dengan 
memberi peluang perempuan sebagai titik masuk memanfaatkan wadah LKM semi-
formal  yang hidup di masyarakat perdesaan kabupaten Tangerang.  
Dalam kaitan itulah, penelitian ini mengulas melalui penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan dukungan data kualitatif melihat konteks latarbelakang sosiologis dan 
keunikan yang ada di wilayah perdesaan Tangerang. Merujuk berbagai latar belakang 





1. Pentingnya LKM Semi-Formal 
Studi tentang LKM berkaitan fungsinya dalam proses pemberdayaan ekonomi 
rumah tangga perdesaan sudah banyak dibahas, bukan saja dilihat aspek finansial. 
Merujuk kembali studi Parveen (2009), penguatan LKM yang mengambil kasus 
Rural Development Scheme (RDS) pada Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) di 
Bangladesh, terlihat sangat signifikan menekan angka kemiskinan.  
Namun, LKM yang dimaksud Parveen, selain berfungsi bisnis, juga berfungsi 
pemberdayaan. Dalam kedua fungsi itu, Parveen menekankan relasi LKM dengan 
nasabah dilihat dari sisi: a) Target kelompok masyarakat bawah; b) Prosedur 
peminjaman; c) Institutional Viability Indicators (IVI) meliputi; kepemimpinan, 
desentralisasi, monitoring evaluasi, gaya manajemen, pelatihan, dan lainnya; d)  
Outreach Indicators (OI) meliputi; penetrasi pasar, portfolio pinjaman, tingkat 
pendapatan relatif, mutu pelayanan;  e) Subsidy Dependence Index (SDI) digunakan 
alat ukur biaya sosial dalam pendanaan LKM; dan f) Mutu Pelayanan, termasuk 
pelayanan pemberdayaan dan advokasi.  
Berkaitan kategorisasi LKM di Indonesia, Arsyad (2008) pada dasarnya 
membagi tiga kelompok, Pertama, LKM Formal, terutama BRI unit dan BPR yang 
beroperasi sampai ke pelosok tanah air; Kedua LKM Semi-formal, terutama koperasi, 
baik koperasi simpan pinjam yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha 
simpan pinjam  dalam berbagai macam koperasi, BMT, Program Pemberdayaan LSM, 





Informal, terutama kegiatan arisan yang memberi pinjaman perseorangan dan 
penjualan eceran dan pemilik toko. Lebih jelasnya terlihat pada Tabel 1.1.  
Tabel 1.1: Pengelompokan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia 
LKM Formal LKM Semi-formal LKM Informal 
Bank-Bank Komersial 
a. BRI Unid Desa 








e. Lembaga Dana Kredit (di 




 Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) 
 Koperasi Unit Desa (KUD) 
 BMT/BTM 
 Kopwan 
 Koperasi Syariah 
b. Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) 
 Proyek PHBK 
(Pengembangan Hubungan 
Bank dengan Kelompok 
Swadaya Masyarakat) 
 Proyek Mikro Kredit 
c. Proyek Pemerintah 
 PNPM 
 Program Keluarga 
Sejahtera 
a. Arisan warga dan 
keluarga 




c. Penjualan eceran 




Sumber: Modifikasi dari Prosiding Lokakarya LKM, Bogor 4-5 Juli 2000 dan Arsyad (2008) 
 
Di samping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga 
baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa dan Badan Kredit Kecamatan maupun 
swasta/lembaga nonpemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM termasuk lembaga 
keagamaan. Bahkan, banyak model pembiayaan modal ventura, yang memberikan 
dukungan pembiayaan bagi nasabah koperasi, BMT/BTM, dan LKM semi-formal. 
Dalam konteks kelompok LKM semi-formal, terutama koperasi, BMT/BTM, 
program pemberdayaan ekonomi LSM, dan program pemerintah pusat dan daerah, 
telah pula membantu pembiayaan usaha kecil dan mikro terutama bagi nasabah 
perempuan, baik yang memiliki usaha maupun belum. Tentu, sesuai misi 





ketinggalan misi sosialnya dalam rangka mengejawantahkan demokrasi ekonomi 
berkeadilan. Dalam kaitan fungsi finansial, terutama berkaitan aspek pembiayaan, 
LKM semi-formal memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, baik sebagai 
anggota maupun sebagai nasabah biasa (Kementerian Koperasi dan UKM, 2007).  
Sementara itu, berkaitan fungsi sosial ekonomi, UU No 1 Tahun 2013 tentang 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), secara eksplisit dalam Pasal 1 poin 1): “Lembaga 
Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang 
khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan 
masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada 
anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi 
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.  Ihwal ini juga 
kompatibel dengan dasar hukum pendirian LKM semi-formal, yakni koperasi 
merujuk UU Koperasi No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terutama pasal 3, 
yakni: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.  
Demikian juga, UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM), di mana pasal 3 disebutkan tujuan pengembangan UMKM:  
“Menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 





Demokrasi ekonomi yang dimaksud bisa berkembang luas, jika fungsi-fungsi 
pemberdayan ekonomi dilakukan dengan efektif”. 
Pada aspek kinerja keuangan, mengingat LKM sebagai perantara keuangan yang 
bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah  memperoleh kredit bagi orang-orang 
berpenghasilan rendah, LKM tersebut diharapkan memiliki kemampuan finansial 
(financiallly viable) untuk mencapai kemandirian (self-sustainability). Pengukuran 
kinerja salah satunya harus didasarkan pada kemampuan keuangannya. Menurut 
Arsyad (2008), kemampuan finansial merupakan kemampuan LKM menutup biaya-
biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diterima. Karena itu, efisiensi biaya 
harus menjadi perhatian utama mencapai kemandirian LKM (Khandker, 1998). 
Pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan aspek kemandirian tetapi juga jangkauan 
(outreach) LKM, yang diukur luasnya cakupan keluarga yang menjadi target dan 
besar jasa yang mereka terima. Kedua kriteria, kemandirian dan jangkauan saling 
melengkapi, telah menjadi alat pembanding dalam evaluasi kinerja LKM (Yaron, 
Benjamin, & Charitonenko, 1998, Chaves & Gonzales-Vega, 1996, Arsyad, 2008).  
2. Perempuan sebagai Basis Penguatan 
Beragam studi mengemukakan adanya relasi antara program penguatan 
perempuan dengan upaya menekan angka kemiskinan Dengan demikian, dalam 
membedah persoalan kemiskinan, posisi terparah sejatinya berada di tangan kaum 
perempuan. Ironisnya, di bidang ekonomi, kaum perempuan yang jumlahnya 49,83 
persen dari total penduduk Indonesia, ternyata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 





85,12 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan lebih 
tinggi daripada TPT lelaki, yaitu 8,74 persen berbanding 6,15 persen, sedangkan TPT 
nasional sebesar 7,14 persen (BPS RI-Sakernas Februari 2013). 
Bahkan, BPS (2013) memproyeksi, pada 2010-2035, penduduk usia produktif 
(15-64 tahun) lelaki bertambah dari 85,14 juta pada 2014 menjadi 99,93 juta pada 
2028 atau pada saat puncak bonus demografi. Sementara, penduduk usia produktif 
perempuan bertambah dari 84,19 juta pada 2014 menjadi 98,86 juta pada 2028. 
Artinya, jika TPAK perempuan dapat ditingkatkan hingga setara dengan TPAK lelaki 
akan berkontribusi optimal pada Produk Domestik Bruto (PDB). Di negara-negara 
maju seperti Jepang, jika kesetaraan partisipasi lelaki dan perempuan dalam angkatan 
kerja dapat diwujudkan akan meningkatkan PDB negara itu sebesar 9 persen (Aquirre, 
2013 dalam Ritonga, 2013).     
Kemudian, jumlah penduduk miskin yang mencapai 31,02 juta jiwa (13,33 
persen), sekitar 70,21 persen dari mereka adalah perempuan. Kemiskinan yang 
menimpa perempuan Indonesia, didasarkan banyak faktor. Angka buta aksara 
perempuan sebesar 12,28 persen, sedangkan lelaki 5,84 persen. Dalam bidang 
kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama. Angka Kematian 
Ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000  kelahiran hidup.  
Bahkan, rerata upah atau gaji perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan 
lelaki. Keadaan yang sama juga terlihat pada rerata upah atau gaji berdasarkan tingkat 
pendidikan, tercermin dari perbandingan upah perempuan dan lelaki yang 





Perbedaan yang cukup ekstem terlihat pada tingkat pendidikan tidak tamat SD, di 
mana besarnya rasio upah 61,97 yang berarti besarnya upah atau gaji bersih 
perempuan dibanding lelaki 61,97 berbanding 100 (BPS RI - Sakernas Februari 2013). 
Dari Sakernas itu pula terlihat, tidak sedikit perempuan bekerja paruh waktu dengan 
jam kerja kurang dari 35 jam seminggu sebesar 28,72 persen. Sementara lelaki yang 
bekerja penuh waktu hanya sebesar 13,62 persen.   
Sebenarnya, pihak pemerintah telah banyak menawarkan program yang 
menjadikan perempuan berkeluarga sebagai basis kebijakan. Bahkan pemerintah telah 
berupaya memformulasi dan mengimplementasikan beberapa mekanisme atau 
program kredit mikro yang khusus ditargetkan untuk perempuan diantaranya: 
Program Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra), Program Pemberdayaan Perempuan 
dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Program Kredit Mikro untuk 
Penguatan Perempuan Pengusaha Kecil dan Mikro yang dikoordinasikan oleh 
Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil (ASSPUK) dan Pengembangan 
Ekonomi Perempuan Usaha Kecil (PPEUK) dan lainnya (Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan, 2011). Dengan program kredit mikro yang targetnya perempuan itu, 
beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan, khususnya para pelaku kredit 
mikro dapat terselesaikan. Kendati demikian, program seperti ini tidak jarang 
menimbulkan permasalahan baru, semakin membebani kaum perempuan yang selama 
ini telah mengalami triple burden of women (Sadli, et al, 2008; Asmorowati, 2005).  
Namun, penanganan persoalan kemiskinan perempuan melalui berbagai 





angka kemiskinan riil di masyarakat. Penguatan ekonomi perempuan rumah tangga 
kerapkali dihadapkan dengan konsep bahwa perempuan hanya berada dalam ranah 
domestik. Padahal konsep pemberdayaan ekonomi perempuan, diartikan sebagai 
penguatan ekonomi rumah tangga untuk menguatkan ketahanan ekonomi keluarga, 
tanpa menggeser fungsi lelaki sebagai penangggungjawab utama ekonomi keluarga.  
3. Perdesaan sebagai Basis Kemiskinan 
Studi The International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang 
mengonsentrasikan diri pada studi negara-negara berkembang yang berkarakteristik 
negara agraris memperlihatkan, 75 persen kemiskinan ada di wilayah perdesaan 
(2011). Bahkan secara ekstrem, Todaro (2006) mengulas bahwa di negara-negara 
Afrika dan Asia, sekitar 80 persen kelompok miskin bertempat tinggal di perdesaan. 
Menurut Todaro, bagian terbesar dari pengeluaran sebagian besar pemerintah negara 
berkembang selama seperempat abad terakhir justru tercurah ke daerah-daerah 
perkotaan dan berbagai sektor ekonominya, yaitu sektor-sektor manufaktur modern 
dan sektor komersial.  
Kemudian, di Indonesia secara umum, beberapa data mengesahkan alasan di 
atas, yang terlihat, pertama, komposisi penduduk perdesaan lebih tinggi dibanding 
perkotaan. Pada 2000, penduduk miskin perkotaan sebesar 12,31 juta orang, 
kemudian menurun menjadi 11,1 juta pada 2010 dan 10,63 juta pada 2013. Kedua, 
sementara untuk wilayah perdesaan, pada 2000 penduduk miskin sebesar 26,43 juta 
orang, kemudian menurun pada 2010 menjadi 19,93 juta, dan pada 2013 turun 





Mengonfirmasi data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 
(KPDT; 2010), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, terdiri dari 36.793 
(52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori sangat maju. 
Sementara desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 
(41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori sangat tertinggal. 
Desa tertinggal adalah desa yang belum dapat dilalui mobil, belum ada sarana 
kesehatan, belum ada pasar permanen, dan belum ada listrik. Rerata keluarga miskin 
di desa tertinggal adalah 46,44 persen dan IPN desa tertinggal sebesar 66,46 persen.   
Sementara itu, merujuk data BPS (2011) dalam Indikator Sosial Perempuan 
Indonesia, menunjukkan terdapat 63,54 persen penduduk perempuan yang bekerja 
dalam pekerjaan utama di desa, sementara untuk lelaki sebesar 61,43 persen. Selain 
itu data BPS (2011) juga menunjukkan, perempuan memegang 44,29 persen 
kepemilikan usaha mikro di Indonesia (usaha kecil hanya 10,28 persen). Kendati 
jumlah ini lebih kecil dibanding kepemilikan lelaki atas usaha mikro (yaitu 52,21 
persen), diyakini secara riil, persentase ini jauh lebih besar karena data BPS tersebut 
didasarkan pada kepemilikan usaha secara formal dan bukan pelaku riil di lapangan. 
Sementara itu, di kabupaten Tangerang sebagai wilayah studi, juga tercatat 
secara umum persentase warga miskin adalah 6,68 persen dari populasi penduduk. 
Ada tiga tipologi wilayah permukiman penduduk di kabupaten Tangerang, yakni 
wilayah nelayan pesisir di bagian utara, wilayah pertanian lahan kering di bagian 
selatan, serta perkotaan dan industri di bagian tengah. Semuanya memiliki kesamaan, 





407 kawasan padat, kumuh, dan miskin. Terdapat 13.950 keluarga yang tinggal di 
kawasan permukiman kumuh. Sementara itu, 81.440 kualitas bangunan rumah masih 
tidak permanen, 5.283 keluarga tinggal di bantaran sungai, situ, dan sempadan pantai.  
Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk miskin terbesat yakni 
258.155 jiwa atau 7,18 persen se propinsi Banten  (BPS, 2014). Besarnya jumlah 
penduduk miskin ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk kabupaten 
Tangerang, yang mencapai 2,8 juta jiwa. Dilihat tingkat disparitas kemiskinan antara 
Kabupaten/Kota di proponsi Banten, tampaknya Kabupaten Tangerang masih cukup 
tinggi dengan tingkat keparahan 0,36.   
4. Penentuan Wilayah Perdesaan Kabupaten Tangerang  
Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah yang berbatasan dengan ibu 
kota Negara, DKI Jakarta. Secara sosial budaya, masyarakat kabupaten Tangerang 
berasal dari perpaduan masyarakat sunda dan betawi serta adanya asimilasi budaya 
dengan masyarakat pendatang. Sebagai daerah penyangga ibu kota negara, secara 
eksternalitas memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung. Pada sektor ekonomi 
utama, yang menunjang perekonomian kabupaten Tangerang adalah sektor industri 
dengan total luas lahan industri sekitar 3.398 ha dengan jumlah perusahaan yang 
beroperasi tercatat mencapai lebih dari 655 perusahaan.  
Sebagai daerah penyangga, sebagian penduduk kabupaten Tangerang bekerja di 
Jakarta. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sebagian besar bersifat 
non-alamiah, beriringan tumbuhnya wilayah dan kawasan perumahan/industri. 





dihela oleh sektor konsumsi rumah tangga dari penduduk komuter yang bekerja di 
luar kabupaten Tangerang. Implikasinya, pertumbuhan kawasan industri dan wilayah 
perumahan adalah bergeraknya sektor perdagangan dan jasa, sehingga sektor ini pun 
memberikan konstribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. 
Dengan demikian, masyarakat kabupaten Tangerang pun mengalami pergeseran, 
yang awalnya mayoritas masyarakatnya hidup dalam budaya agraris dan sebagain 
budaya pesisir terutama pada wilayah utara Tangerang. Pergeseran ini pula yang telah 
membentuk 3 (tiga) jenis wilayah kabupaten Tangerang, yakni wilayah 
pesisir/nelayan (utara), wilayah industri/perumahan, dan wilayah pertanian. Merujuk 
pertimbangan wilayah itu,  Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang mendefinisikan, bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Oleh karena itu, pada 
aspek fungsional, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki 
karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Sehingga setiap wilayah 
memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, wilayah perdesaan mempunyai ciri-ciri yang 
sangat berbeda dengan wilayah perkotaan dengan melihat beberapa aspek baik fisik 
maupun sosial (Pontih & Kustiawan, 2008).  
Berdasarkan hal tersebut, 3 (tiga) wilayah yang berada di kabupaten Tangerang, 
yang meliputi wilayah pesisir/nelayan, wilayah sekitar kawasan industri/perumahan, 
dan wilayah pertanian, tentu memiliki entitas keunikan, kekhasan, dan ciri-ciri 





lainnya. Pada sisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi misalnya, wilayah 
pesisir/nelayan hidup di tepi pantai yang sebagian besar hidupnya diabadikan pada 
kemurahan hati lautan dan pesisir (Ginkel, 2007) dan Hasanuddin (1995), di mana 
hidup sebagai nelayan tangkap, budi daya, memasarkan hasil tangkap, buruh pasar 
ikan, dan transportasi laut (Satria, et al. 2002) dan Boelaars, 1984 dalam Kusnadi 
(2010). Artinya, masyarakat pisisir/nelayan umumnya bermata pencarian di sektor 
pemanfaatan sumberdaya lokal kelautan (marine resource based). 
Demikian pula wilayah sekitar kawasan industri/perumahan, tentu memiliki 
keunikan dan kekhasan sebagai masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan 
mempunyai banyak pilihan. Secara geografis, kondisi sarana dan prasarana publik 
relatif tersedia sehingga aksesibilitas ke sumberdaya ekonomi lebih mudah dibanding 
pada dua wilayah lainya (Myles, Albert & Evans, 2005). Kendati demikian, studi 
Kuncoro (2002) dan Elisabet (2004), bahwa masyarakat di wilayah tersebut 
menempati rumah di sekitar pabrik dan industri dengan kondisi yang kurang baik dan 
cenderung merupakan rumah-rumah sewa (kontrakan) yang kumuh. 
Sementara itu, pada wilayah pertanian yang memiliki keunikan dan kekhasan, 
yakni awalnya masyarakat hidup berdasarkan kemurahan hati sumberdaya pertanian, 
berprofesi petani sebagai jalan hidup (way of life). Artinya, petani menggeluti 
pertanian bukan sekadar sebagai mata pencarian melainkan menyangkut totalitas 
kehidupan mereka (IFAD, FAO & World Bank 2005). Seiring dengan waktu, wilayah 
pertanian terutama  pertanian lahan kering di kabupaten Tangerang telah mengalami 





petani. Konsekuensinya, kebudayaan pertanian yang bersahaja menjadi hilang 
(Kurniasari & Ariastita, 2014). 
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian 
Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan perempuan rumah tangga 
merupakan titik masuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat perdesaan 
(Yunus, 2008; Todaro, 2006). Bahkan, untuk mengurangi angka kemiskinan nasional 
telah disepakati, perempuan harus diperkuat secara sosial-ekonomi. Tidak 
mengherankan, jika banyak program pengentasan kemiskinan, perempuan dijadikan 
sasaran utama. Kendati asumsi dan kesepakatan itu telah berkembang luas, menjadi 
menarik dan kontradiktif terutama jika mencermati bagaimana kondisi kemiskinan di 
kabupaten Tangerang, yang jumlah tingkat kemiskinan paling besar di propinsi 
Banten (BPS, 2010) (lihat Bab IV Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Tangerang).  
Penelitian ini juga mempertanyakan secara kelembagaan (institusi) LKM semi 
formal atau koperasi yang berbasis anggota perempuan, tentang kemampuan koperasi 
menunjukkan kinerjanya memberi perhatian maksimal dalam proses pemberdayaan, 
terutama menyangkut fungsi-fungsi pemberdayaan/penguatan, yakni penciptaan iklim 
(enabling), penguatan potensi (empowering), dan perlindungan (advocation) anggota 
perempuan di wilayah perdesaan kabupaten Tangerang secara keseluruhan.  
Di sisi lain, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana anggota 
(perempuan berkeluarga) memanfaatkan secara maksimal pembiayaan dan fasilitas 
pemberdayaan dari LKM semi-formal? Apakah fasilitas pembiayaan dan fasilitas 





(sosiologis) masyarakat terutama faktor nilai, normal, dan budaya serta faktor 
eksternal yang menghambat atau menguatkan proses pemberdayaan ekonomi 
perempuan di wilayah perdesaan Tangerang? 
Berdasarkan praktik LKM di berbagai negara, dan beberapa studi sebelumnya, 
persoalan pokok menjadi titik perhatian utama: “Bagaimana proses penguatan 
(pemberdayaan) ekonomi perempuan yang dilakukan LKM semi-formal (Koperasi)? 
dan sebaliknya bagaimana anggota LKM (perempuan) memanfaatkan secara optimal 
fasilitas pinjaman, fasilitas pemberdayaan ekonomi, dan lainnya yang diterima dari 
LKM semi-formal dalam rangka penguatan ekonomi perempuan berkeluarga?”  
Pertanyaan atas fokus penelitian itu tentu sangat kompleks karena berkaitan 
aspek formal (kinerja institusi/institutionalist) dan perlakuan LKM semi-formal 
dalam pemberdayaan anggota (kinerja anggota/welfarist), serta berkaitan faktor 
internal (sosiologi masyarakat) dan faktor eksternal masyarakat. Oleh karena itu, 
rumusan masalah itu yakni: 
1. Bagaimana perbedaan kinerja pemberdaayan yang dilakukan LKM semi formal 
terhadap anggota di setiap wilayah dalam memanfaatkan secara maksimal 
pembiayaan, kebijakan fasilitas pemberdayaan, fasilitas lainnya dari LKM? 
2. Bagaimana proses penguatan  ekonomi (enabling, empowering, dan advocation) 
yang dilakukan LKM semi-formal terhadap anggota  perempuan berumahtangga di 
setiap wilayah studi?  
3. Bagaimana kinerja kemandirian (kesehatan) keuangan LKM semi-formal yang 





4. Dengan meningkatnya kinerja LKM semi-formal, mampukah LKM meningkatkan 
kesejahteraan dan jangkauan anggota di masing-masing wilayah? 
5. Bagaimana faktor internal (sosiologis), seperti nilai, norma dan budaya dan faktor 
eksternal yang berkaitan kondisi di luar masyarakat yang memengaruhi proses 
pemberdayaan ekonomi anggota di masing-masing wilayah? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama penelitian, menggali informasi dari anggota (perempuan 
berumahtangga) di perdesaan Tangerang dalam pemanfaatan fasilitas pembiayaan, 
kebijakan penguatan, dan fasilitas lainnya dari LKM semi-formal untuk kepentingan 
penguatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan khusus: 
1. Menggambarkan perbedaan kinerja pemberdayaan yang dilakukan LKM semi 
formal terhadap anggota di setiap wilayah dalam memanfaatkan secara maksimal 
pembiayaan, kebijakan fasilitas pemberdayaan, fasilitas lainnya dari LKM? 
2. Menggambarkan proses penguatan  ekonomi (enabling, empowering, dan 
advocation) yang dilakukan LKM semi-formal terhadap anggota perempuan 
rumah tangga di setiap wilayah. 
3. Mengungkap kinerja kemandirian (kesehatan) keuangan LKM semi-formal yang 
diukur dari indikator keberlanjutan keuangan di setiap wilayah.   
4. Mengungkap kinerja LKM semi-formal dalam peningkatkan kesejahteraan dan 





5. Mendeskripsikan faktor-faktor internal (sosiologis) seperti nilai-nilai, norma-
norma dan budaya, serta faktor eksternal yang memengaruhi proses 
pemberdayaan ekonomi anggota di setiap wilayah.   
E. Kontribusi Penelitian 
Kontribusi utama berkaitan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, 
terutama pengembangan ilmu ekonomi yang didasarkan pada fakta sosial budaya:  
1. Kontribusi Teori 
a. Mengembangkan teori ekonomi berdasarkan pada fakta sosiologi (nilai, norma, 
dan budaya) kehidupan ekonomi perempuan berkeluarga dengan mengambil kasus 
perbandingan karakter wilayah perdesaan yang berbeda 
b. Pengembangan teori lembaga keuangan mikro di perdesaan perlu memperhatikan 
modal sosial, nilai, norma sosial, dan budaya serta faktor eksternal termasuk 
kondisi alam, geografis, dan demografi memengaruhi strukur masyarakat lokal. 
c. Teori pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan relasi jender dan agen 
pemberdayaan ekonomi, termasuk LKM yang menitikberatkan kaum perempuan 
berkeluarga sebagai titik masuk pengentasan. 
2. Metodologis 
a. Sebagai bagian dari ilmu sosial, penelitian bidang ekonomi seperti jenis penelitian 
ini, sejatinya pendekatannya bersifat kombinasi antara pendekatan deskriptif 





b. Pendekatan kinerja institusi (institutionalist) dan kinerja kesejahteraan anggota 
(welfarist) dalam metodologi penelitian yang berkaitan LKM  menjadi dasar dalam 
setiap penelitian sejenis. 
c. Kinerja keuangan lembaga keuangan mikro tidak semata dilihat pada aspek 
finansial tapi perlu metodologi kualitatif dan triangulasi dalam memahami latar 
belakang konteks operasionalisasi lembaga keuangan tersebut. 
3. Kebijakan 
a. Penelitian ini menjadi basis kebijakan pemerintah bahwa dalam rangka 
mengurangi jumlah kemiskinan, peran LKM semi-formal terutama Koperasi 
Wanita (Kopwan) atau koperasi yang berbasis anggota perempuan yang berkinerja 
baik (kemandirian keuangan, jangkauan luas dan meningkatkan kesejahteraan 
anggota) sangat diharapkan perannya yang optimal. 
b. Perlunya pemerintah memperhatikan nasib koperasi yang berbasis keanggotaan 
perempuan dan memiliki kinerja kemandirian keuangan yang baik untuk 
dimasukkan dalam program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk 
kebijakan keuangan inklusif. 
c. Dalam pengembangan keuangan mikro di perdesaan, perlunya pemerintah 
membuat kebijakan dengan mempertimbangkan faktor modal sosial, nilai dan 
norma serta faktor eksternal lainnya yang memengaruhi lembaga keuangan itu. 
